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ABSTRAK:  setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera 

lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di 

perumahan dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia yang 

mempunyai peran sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian 

bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri 

dan produktif. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan 

kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Untuk melaksanakan 

UU No.1 Tahun 2011 Pasal 98 ayat (3) tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

 Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU 

No.1 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2016 

 Dalam peraturan ini diatur tentang Pencegahan dan Peningkatan Kuaitas Terhadap 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, termasuk juga diatur tentang ruang 

lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh; b. pencegahan; c. peningkatan kualitas terhadap perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh; d. penyediaan tanah; e. pendanaan dan sistem 

pembiayaan; f. ugas dan kewajiban pemerintah daerah; serta g. kerjasama, peran 

masyarakat, dan kearifan lokal. 

CATATAN:  Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018. 

 Peraturan yang Akan Diatur: Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka 

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

diatur dengan Peraturan Bupati; Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan 

kearifan lokal dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) diatur dengan 



Peraturan Bupati; Ketentuan mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 
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